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Abstrak

Acrtikel ini mengkaji konsep perkembangan tata kelola air yang tersebar di berbagai negara, menjadi
acuan untuk pengelolaan air yang efektif dan berkelanjutan. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) No. 6 yang menitikberatkan pada Akses Air
Bersih dan Sanitasi, Indonesia menghadapi tantangan khusus akibat dua iklim yang dimilikinya, yakni
musim hujan dan kemarau. Variasi iklim ini menuntut manajemen sumber daya air yang baik untuk
mengatasi kekurangan air saat kemarau, mencegah bencana kekeringan, dan mengurangi risiko banjir
saat musim hujan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan tujuan memahami
perkembangan konsep tata kelola air dalam pendekatan teknik dan politik dalam penyusunan kebijakan.
Temuan penelitian menekankan pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan partisipasi dari pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan tata kelola air yang efektif. Mengadopsi paradigma
tata kelola, kesimpulan utama adalah perlunya upaya bersama untuk membentuk manajemen sumber
daya air yang kuat, guna menjamin kesuksesan program air bersih dan sanitasi di seluruh Indonesia
hingga tahun 2030. Namun, penting untuk diakui bahwa tidak semua varian model tata kelola air dapat
diterapkan secara universal, mengingat konteks institusional dan budaya politik yang beragam di setiap
daerah di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik
yang mengintegrasikan aspek teknik dan politik dalam kebijakan pengelolaan air, memberikan dasar
untuk mencapai tujuan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Model Water governance, Pengelolaan Air, Kebijakan Publik, Sustainable Development
Goals, Pendekatan Holistik

Abstract
This article explores the evolving concept of water governance across various nations, serving as a
reference for effective and sustainable water management. Aligned with Sustainable Development Goal
(SDG) No. 6, which focuses on Clean Water and Sanitation, Indonesia faces unique challenges due to
its dual climate patterns of rainy and dry seasons. These climatic variations necessitate sound water
resource management to address water shortages during droughts, prevent drought-related disasters
and mitigate flood risks during the rainy season. Utilizing a literature review methodology, this research
aims to comprehend the development of knowledge in the water governance concept, incorporating both
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technical and political dimensions in policy formulation. The findings underscore the significance of
collaboration, cooperation, and participation among the government, community, and private sector in
implementing effective water governance. Embracing the governance paradigm, the key takeaway is the
need for collective efforts to establish robust water resource management, thereby ensuring the success
of the clean water and sanitation program nationwide by 2030. However, it is crucial to acknowledge
that not all variants of water governance models can be universally applied, considering the diverse
institutional contexts and political cultures across different regions in Indonesia. Despite these
challenges, this research underscores the importance of a holistic approach that integrates both
technical and political aspects in water management policies, providing a foundation for achieving
sustainable water access and sanitation goals.

Keywords: Water governance Model, Water Management, Public Policy, Sustainable Development
Goals, Holistic Approach

PENDAHULUAN

Pada periode 2011-2014, terdapat program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) yang
merupakan bagian dari Millenium Development Goals (MDGs) dan menjadi landasan bagi program
Sustainable Development Goals (SDGs) yang sedang berlangsung saat ini. Program ini bertujuan untuk
memperbaiki infrastruktur sanitasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. SPBM melibatkan
berbagai stakeholder di tingkat pusat, provinsi, dan daerah, menjadikannya sebagai program berbasis
masyarakat yang komprehensif (Kusumastuti et al., 2015; Rumihin et al., 2020). SPBM mendapat
dukungan dari Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri, yang
merupakan kelanjutan dari RIS PNPM-2 dan mencakup kegiatan Urban Sanitation. Pelaksanaan
program ini berlangsung selama empat tahun, mulai dari tahun 2011 hingga 2014. Asian Development
Bank (ADB) Loan No. 2768-INO memberikan pendanaan untuk kegiatan ini dengan tujuan
meningkatkan layanan sanitasi melalui Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) (Dewi, 2024;
Rumihin et al., 2024). Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat perkotaan di 1.350 lokasi, dengan
setiap kelurahan mendapatkan sebesar Rp. 350 juta. Pemberian dana ini bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan sanitasi berbasis masyarakat. Sehingga, SPBM merupakan langkah konkret dalam mencapai
target-program MDGs pada masa itu dan sekaligus memberikan landasan untuk tujuan pembangunan
berkelanjutan yang sedang berlangsung melalui SDGs (Wicaksono et al., 2024).

Program ini diterapkan sebagai tanggapan terhadap ketidakselarasan antara pencapaian dan tujuan
yang muncul akibat sejumlah permasalahan di sektor air minum dan sanitasi. Beberapa hambatan dalam
mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGSs) di bidang sanitasi melibatkan aspek-aspek
berikut: 1) Rendahnya akses sanitasi dan kurangnya kualitas pengelolaan, terutama terkait dengan
perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), mencapai tingkat 30 Governance untuk Pengelolaan
Air di Indonesia. 2) Kekurangan dan ketidakefektifan lembaga, termasuk kelengkapan peraturan
perundang-undangan yang relevan. 3) Terbatasnya opsi pendanaan alternatif untuk kegiatan
pembangunan. 4) Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta yang masih minim dalam mendukung
upaya mencapai target sanitasi (Suyeno et al., 2024).

Pada tahun 2018, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian akses air
minum layak berada di posisi 88%, sementara akses sanitasi layak hanya mencapai posisi 75%. Dari
data tersebut, terlihat bahwa masih terdapat 32 juta penduduk yang belum memperoleh akses air minum
layak dan 67 juta penduduk belum mendapatkan layanan sanitasi yang memadai (Akbar et al., 2023;
Annahar et al., 2023). Fakta ini menegaskan bahwa tantangan dalam sektor ini masih cukup besar. Pada
akhir tahun 2019, Kementrian PPN/Bappenas bersama Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air
Minum, dan Sanitasi (PPAS) Nasional serta mitra pembangunan di sektor sanitasi dan air minum
menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta. KSAN, yang
diinisiasi sejak tahun 2007, menjadi forum dua tahunan yang bertujuan mendorong komitmen dan
partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, LSM, sektor
swasta, lembaga pendidikan, komunitas, media, hingga masyarakat, dalam mendukung pencapaian
akses sanitasi dan air minum yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun
2030 (Sahide et al., 2023). Melalui KSAN, terbentuklah semangat bersama untuk mencapai sanitasi dan
air minum yang aman, inovatif, dan berkelanjutan bagi semua.
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Penjelasan mengenai tujuan keenam mengartikulasikan serangkaian target dan sasaran capaian
yang ditetapkan untuk mencapainya pada tahun 2030. Setiap target memandang pada aspek yang kritis
dalam upaya menciptakan perubahan positif dalam sektor air minum dan sanitasi. Pertama, tujuan ini
bertujuan untuk mencapai akses air minum yang universal dan terjangkau pada tahun 2030. Ini
menekankan pentingnya penyediaan air yang aman dan layak untuk semua individu. Selanjutnya, target
berfokus pada akses sanitasi dan kebersihan yang memadai, dengan penekanan khusus pada mengakhiri
praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak
perempuan, dan orang-orang dalam situasi rentan (Pambudi & Kusumanto, 2023; Rahmani et al., 2023).
Selain itu, tujuan ini menargetkan peningkatan kualitas air melalui langkah-langkah konkret seperti
mengurangi polusi, menghilangkan timbulan sampah, mengurangi pembuangan bahan kimia berbahaya,
serta mengelola air limbah dengan lebih efektif. Selanjutnya, fokus pada efisiensi penggunaan air di
semua sektor untuk mengatasi kelangkaan air, serta menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya
air terpadu melalui kerjasama lintas batas. Tujuan keenam juga mencakup aspek perlindungan dan
pemulihan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.
Seiring dengan itu, tujuan ini menekankan perlunya ekspansi kerjasama dan pengembangan kapasitas
dukungan internasional untuk negara-negara berkembang dalam berbagai kegiatan dan program yang
terkait dengan air bersih dan sanitasi (Pradipta et al., 2023). Pada akhirnya, tujuan keenam menegaskan
pentingnya mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan
air dan sanitasi. Semua target ini menciptakan kerangka kerja komprehensif untuk mencapai perubahan
positif dan berkelanjutan dalam sektor air minum dan sanitasi hingga tahun 2030.

Langkah ini menarik untuk diperbincangkan karena ada kesadaran tumbuh dari pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat bahwa universalitas akses dan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan
tanggung jawab bersama. Fenomena ini menjadi indikator bahwa paradigma governance sedang
mengalami perkembangan di Indonesia, terutama dalam rangka mencapai keberhasilan program
Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 6, yaitu Akses Air Bersih dan Sanitasi. Seiring
perkembangan ini, penelitian tentang pengelolaan air mulai beralih ke konsep water governance.
Meskipun demikian, konsep water governance dalam banyak penelitian cenderung bersifat kasuistik.
Permasalahan water governance yang paling kritis terjadi di negara-negara berkembang yang sering
mengalami masalah hidrologi seperti banjir dan kekeringan, tingginya tingkat ketidakpastian mengenai
sumber air, ketergantungan pada pertanian dan irigasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang
meningkatkan kebutuhan air, serta rendahnya prioritas infrastruktur untuk pengelolaan air dan lemahnya
lembaga publik yang mengelola sumber daya air, dihadapkan pada ketidakpastian yang lebih besar
akibat perubahan iklim (Yan, 2023; Yasmin et al., 2023).

Hasilnya, terdapat lebih banyak ketidakamanan terkait sumber daya air dan munculnya konflik
yang lebih dalam, terutama di negara-negara miskin (Camargo et al., 2023; Widiarto et al., 2023).
Sebagaimana diungkapkan oleh Camargo et al., (2023) dan Widiarto et al. (2023), konsep water
governance masih belum mengalami perkembangan yang signifikan dari segi substantif, teori, dan
metodologi, sehingga dampaknya terhadap perbaikan kebijakan cenderung minim. Araral dan Yu
kemudian mengajukan tiga jenis kerangka analisis untuk penelitian water governance, yaitu: perspektif
ekonomi sektor publik, perspektif ekonomi institusional, dan perspektif administrasi publik. Ketiga
kerangka analisis ini berasal dari penelitian Camargo et al., (2023) dan Widiarto et al. (2023) mengenai
permasalahan yang umum terkait water governance di negara-negara Asia, termasuk akuntabilitas
pengelola sektor air, kebijakan harga, hubungan antara dasar hukum dan kebijakan pengelolaan air,
pengelolaan keuangan/investasi, kapasitas fungsional pengelola, mekanisme regulasi, dan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah
seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi, akuntabilitas, dan kapasitas
fungsional pengelola. Kelemahan-kelemahan ini membawa dampak ketidakpercayaan masyarakat
terhadap intervensi pemerintah dalam pengelolaan sektor publik. Oleh karena itu, studi ini bertujuan
untuk menggali konsep water governance guna merumuskan model pengelolaan air di Indonesia. Saat
ini, sumber air bersih semakin berkurang, dan mengubah kebiasaan masyarakat terkait penggunaan dan
pemanfaatan air bersih menjadi suatu tantangan yang sulit. Dengan diterapkannya konsep water
governance, diharapkan dapat membentuk landasan bersama yang dapat digunakan oleh pemerintah,
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sektor swasta, dan masyarakat, khususnya dalam merancang kebijakan pemerintah yang secara serius
memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ekologi pemerintahannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang bertujuan untuk
memahami perkembangan pengetahuan konsep water governance dalam pendekatan teknik dan politik
dalam penyusunan kebijakan (Bryman, 2016). Langkah-langkah penelitian melibatkan identifikasi dan
analisis kajian literatur terkait dengan tata kelola air, fokus pada pengembangan konsep water
governance, serta penerapannya dalam aspek teknik dan politik. Pertama, dilakukan pencarian literatur
melalui sumber-sumber akademis, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi terkait water governance.
Pemilihan literatur didasarkan pada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi
perkembangan konsep tersebut. Kemudian, dilakukan analisis mendalam terhadap literatur yang telah
terkumpul. Fokus analisis diberikan pada integrasi aspek teknik dan politik dalam konsep water
governance, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran keduanya
dalam penyusunan kebijakan pengelolaan air. Hasil analisis literatur digunakan sebagai landasan untuk
menyusun sintesis pengetahuan dan mengidentifikasi tren, tantangan, serta peluang yang muncul dalam
pengembangan konsep water governance. Metode studi pustaka ini memberikan wawasan yang
mendalam tentang perkembangan terkini dalam pendekatan teknik dan politik dalam konteks
pengelolaan air serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seiring dengan perubahan paradigma dari government to governance, perubahan paling signifikan
adalah bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pembuatan kebijakan publik.
Dalam paradigma governance, aktor dan institusi memiliki peran penting dalam proses pembuatan
keputusan atau kebijakan, melibatkan semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu negara
atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Wyborn et al., 2023). Gemede et al. (2024) menjelaskan
bahwa governance merupakan konsep yang lebih inklusif daripada konsep sebelumnya, government.
Governance tidak hanya mencakup hubungan antara masyarakat dan pemerintah, melainkan juga
melibatkan mediasi perilaku melalui nilai-nilai, norma, dan dalam beberapa kasus, melalui hukum.
Konsep governance mencakup elemen-elemen seperti hukum, peraturan, dan lembaga, tetapi juga
terkait dengan kebijakan dan tindakan pemerintah, kegiatan domestik, dan jaringan pengaruh yang
melibatkan kekuatan pasar internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Semua ini secara bersama-
sama menciptakan dinamika yang memengaruhi sistem politik di mana konsep governance beroperasi
(Wei et al., 2023).

Governance telah menjadi konsep payung yang digunakan terutama dalam konteks proses yang
kompleks, di mana partisipasi melibatkan multi-pihak di luar batas negara. Dalam pengambilan
keputusan, tidak hanya melibatkan lembaga masyarakat, tetapi juga melibatkan sektor swasta,
masyarakat sipil, dan masyarakat pada umumnya. Kerangka tata kelola yang baik menekankan proses
dan metode baru di mana tindakan dari semua pihak yang terlibat harus transparan dan akuntabel. Ini
mencakup hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan undang-undang, peraturan,
lembaga, serta interaksi formal dan informal yang mempengaruhi bagaimana fungsi sistem
pemerintahan. Kerangka ini menyoroti pentingnya melibatkan suara yang lebih luas, tanggung jawab,
transparansi, dan akuntabilitas organisasi formal dan informal dalam setiap proses (Abbas et al., 2023).

Seiring dengan berkembangnya paradigma governance dan eskalasi isu lingkungan, konsep
pembangunan berkelanjutan juga mengadopsi paradigma governance (Handayani et al., 2023; Hellberg,
2023). Dipercayai bahwa paradigma ini memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan dengan
melibatkan berbagai aktor yang sama-sama bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Ketika
membahas pengelolaan air, yang dianggap sebagai barang publik dengan hak asasi manusia, berbagai
kendala muncul, baik dalam hal sumber air maupun distribusi air yang adil, yang dapat menyebabkan
konflik horizontal (Grigg, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini kemudian menempatkan
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paradigma water governance sebagai kerangka berpikir dalam pemahaman bagaimana pemerintah
merumuskan kebijakan dalam pengelolaan air limbah di Kota Bandung.

Water governance, menurut definisi UN, merangkum berbagai sistem politik, sosial, ekonomi, dan
administrasi yang diterapkan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air, serta penyediaan
layanan air, pada berbagai tingkatan masyarakat (Tyhotyholo & Ncube, 2023). Konsep ini menjadi
instrumen penting dalam kerangka pemikiran pembangunan berkelanjutan yang baru, telah diadopsi dan
ditekankan oleh berbagai organisasi internasional seperti PBB, OECD, dan Bank Dunia. UNDESA
memberikan definisi lain, menggambarkan water governance sebagai konsep yang melibatkan aspek
sosial, politik, organisasi, ekonomi, dan administratif, termasuk hubungan-hubungan yang berkaitan
dengan pengembangan sumber daya air dan pengelolaannya. Definisi ini menyoroti bagaimana lembaga
beroperasi dan peraturan memengaruhi tindakan politik serta keprihatinan sosial melalui berbagai
instrumen, baik formal maupun informal (Bitterman et al., 2023).

Water governance, sebagai konsep, mengakui bahwa kebijakan publik tidak hanya berada dalam
ranah pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat sipil dan sektor
swasta. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan publik terkait pengelolaan air harus mempertimbangkan
keseimbangan antara sumber daya air dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan
ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya air (Pouya et al., 2023; Valdovinos & Yafiez Soria,
2024). Sebagaimana dijelaskan oleh PBB, mekanisme partisipatif dan akuntabilitas akan membantu
mengatasi disparitas dalam penyediaan layanan serta membantu pembuat kebijakan untuk fokus pada
ketidaksetaraan dan penyebab yang lebih dalam. Pendekatan universal diajukan yang mengatasi baik
ketidaksetaraan maupun keberlanjutan (menjaga keadilan antar-generasi), dan menghormati hak asasi
manusia terhadap layanan air dan sanitasi. Tindakan tata kelola yang sesuai, seperti regulasi dan
penegakan standar yang disepakati, menjadi esensial untuk memastikan kualitas keseluruhan tubuh air
dari waktu ke waktu (Bantider et al., 2023). Pengendalian polusi akan meningkatkan kualitas air di
sungai dan danau serta mendukung fungsi ekosistem dengan mengurangi zat-zat organik dan mineral
yang dapat merusak pasokan oksigen (UN-Water, 2014).

Di sisi lain, water governance memiliki definisi yang beragam menurut para ilmuwan. Sebagai
contoh, Pahl-Wostl mendefinisikan water governance sebagai "pengembangan dan implementasi
norma, prinsip, aturan, insentif, alat informatif, dan infrastruktur untuk mempromosikan perubahan
perilaku pelaku di tingkat global dalam bidang tata kelola air" (Babuna et al., 2023). Wilson (2020),
mencatat beberapa fitur kunci water governance, seperti "perspektif sistemik, fokus pemerintahan pada
aktor sosial, wacana transparansi untuk mengakses nilai-nilai dan tujuan, serta perspektif yang
komprehensif pada keberlanjutan sumber daya air." Kedua pendekatan tersebut menekankan nilai,
norma, prinsip, dan tujuan dalam konteks water governance. Di sisi lain, Hjorth & Madani (2023)
menyajikan definisi yang lebih politis dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, menganggap
water governance sebagai domain perebutan politik. Dari berbagai definisi water governance tersebut,
kita dapat menyimpulkan bahwa konsep ini melibatkan kompleksitas relasi antar aktor dan berbagai
aspek, terutama terkait dengan dimensi multidimensional seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Keterlibatan multi-aktor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, menjadi kunci dalam upaya
pengelolaan sumber daya air.

Pembahasan

Air merupakan elemen integral dari keseluruhan proses pembangunan, dan perencanaan serta
pelaksanaan kegiatan di sektor air bergantung pada dinamika ekonomi dan sektor produktif lainnya
(Shahvi et al., 2021). Kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak, termasuk publik, swasta, dan
masyarakat sebagai stakeholder, saling bersinggungan dalam konteks ini. Oleh karena itu, pengelolaan
air berada di bawah tekanan multidimensi, mengharuskan pertimbangan terus-menerus terhadap
perubahan yang terjadi, baik dari internal maupun eksternal sektor air yang memengaruhinya (Hussein
et al., 2020). Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, hal yang sangat krusial adalah bagaimana
mekanisme pengambilan kebijakan dalam pengelolaan air, karena hal ini menentukan seluruh aktivitas
yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, pengelolaan
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air menjadi bagian penting dari urusan publik yang dikelola oleh pemerintah. Keseriusan dan
keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan air, demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat,
tercermin dari aturan dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan air (Rumihin et al., 2020, 2024).

Perkembangan menarik terjadi dalam pergeseran paradigma dari government ke governance,
menghasilkan berbagai konsep baru terkait dengan governance. Salah satu contoh adalah konsep good
corporate governance, yang banyak digunakan oleh perusahaan swasta sebagai indikator kinerja. Begitu
pula dengan waste governance, menjadi konsep dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan, serta
water governance, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan air. Pada tahun 2014, UN Water
merumuskan indikator water governance yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, kapasitas
institusi yang melibatkan lembaga pengelola air yang efektif dan memiliki tata aturan yang disepakati
baik secara nasional maupun internasional. Kedua, kemampuan formulasi dan implementasi kebijakan
yang berbasis partisipasi. Ketiga, ketersediaan perangkat hukum yang pasti dan strategi penerapan yang
terencana. Keempat, manfaat yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (UN, 2014).

Guna memenuhi indikator tersebut, UN Water menetapkan sejumlah target untuk memperkuat
water governance sekaligus memberikan preskripsi terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan
paradigma governance. Pertama, diperlukan partisipasi publik yang aktif dalam proses pembuatan
kebijakan terkait pengelolaan air. Kedua, distribusi air dan pelayanan sanitasi harus memuaskan
kebutuhan masyarakat. Ketiga, pengelolaan air harus akuntabel dan bersifat berkelanjutan,
mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang. Keempat, perlu dibangun kerangka
aturan yang pasti untuk mengarahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan air. Kelima, transfer
pengetahuan dan pengembangan kemampuan teknologi menjadi aspek krusial untuk diterapkan dalam
konteks pengelolaan air (Adams et al., 2020; Bayu et al., 2020).

Dalam upaya mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip water governance di suatu institusi
daerah atau negara, van der Kerk memperkenalkan metode evaluasi yang melibatkan core elements of
water governance. Pendekatan ini melibatkan tiga lapisan kerangka berpikir yang merinci aspek-aspek
esensial. Pertama, pada lapisan Content, penting untuk menilai apakah terdapat strategi dan kebijakan
yang jelas untuk mengelola air, apakah informasi yang relevan tentang pengelolaan air sudah
mencukupi, dan apakah kebutuhan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan air sudah
terpenuhi. Kedua, pada lapisan Institutional, evaluasi mencakup pertanyaan mengenai pembagian peran
dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan air, ketersediaan sarana pendukung, kelancaran
sistem keuangan, dan hubungan kebijakan air dengan kebijakan lainnya. Terakhir, pada lapisan
Relational, evaluasi dilakukan melalui pertanyaan apakah para pemangku kebijakan terlibat aktif dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan air, apakah proses pengelolaan air berjalan secara
transparan, dan apakah terdapat kepercayaan yang memadai untuk mendukung kerjasama di antara
lembaga-lembaga terkait. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip water
governance telah diimplementasikan dan memberikan landasan untuk perbaikan yang diperlukan.

Poin-poin pertanyaan yang diajukan membuktikan sebagai alat evaluasi yang berharga untuk
menilai implementasi prinsip-prinsip water governance dan mengukur sejauh mana efektivitasnya
dalam pengelolaan air. Evaluasi tersebut juga mengungkapkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh
water governance, sebagaimana disoroti oleh Pahl-Wostl et al. (2020). Hambatan-hambatan tersebut
mencakup kurangnya insentif dari pemerintah untuk bekerja sama demi pembangunan berkelanjutan,
kekurangan strategi alokasi dana untuk program-program prioritas, ketidakpahaman di kalangan
pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada lingkungan,
operasional pemerintahan di tengah rendahnya kepercayaan publik, kendala di tingkat kapasitas dan
organisasi yang belum optimal, serta kurangnya inklusivitas akses untuk menggabungkan kearifan lokal
dalam pengelolaan air dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami dan
mengatasi hambatan-hambatan ini, dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan
efektivitas water governance dalam konteks pengelolaan air.

Hambatan-hambatan tersebut sebenarnya dapat diatasi untuk menerapkan paradigma water
governance dalam pengelolaan air limbah. Dari hasil literatur, terutama studi kasus pengelolaan air di
California, Amerika Serikat, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan good governance
dalam pengelolaan air. Pertama, penyediaan informasi yang melimpah dan melibatkan banyak ahli serta
sumber daya, baik fasilitas maupun pendanaan, menjadi kunci dalam pembuatan kebijakan pengelolaan
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air yang efektif. Kedua, perlu ditingkatkan integrasi, koordinasi, dan koherensi di setiap level
pemerintahan. Ketiga, tugas pengelolaan lingkungan tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah,
melainkan diserahkan kepada para ahli dengan prinsip membuka partisipasi masyarakat sebanyak
mungkin. Keempat, perlu ditingkatkan kemampuan struktur dan mekanisme pengelolaan air untuk
mengembalikan kepercayaan publik. Kelima, peningkatan kapasitas adaptif pemerintah juga menjadi
aspek penting dalam menjawab dinamika pengelolaan air (Jiménez et al., 2020). Dalam konteks model
water governance, partisipasi publik menjadi elemen yang sangat krusial. Oleh karena itu, unsur
multistakeholders atau multi actor dalam pengelolaan air menjadi suatu keharusan, yang didukung oleh
kejelasan peran dan fungsi masing-masing aktor dalam kerangka pengelolaan air yang bersifat
kolaboratif tersebut. Langkah-langkah ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas water
governance dan mencapai pengelolaan air yang berkelanjutan.

Water governance esensialnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pasokan dan
permintaan sumber daya air, yang sering kali memunculkan konflik, sambil tetap memperhatikan
kelestarian ekosistem dan sumber air. Pendekatan yang diambil dalam water governance mencakup
prinsip keadilan distribusi dan keberlanjutan ekosistem, serta memperhatikan hak asasi manusia
terhadap air dan sanitasi melalui partisipasi publik dan akuntabilitas pengelolaan. Water governance
sangat penting dalam konteks pengelolaan air limbah, dengan tujuan utama melibatkan pengelolaan air
limbah dalam siklus air secara menyeluruh. Hal ini mencakup bagaimana mengubah air limbah menjadi
sumber air baku yang baru dan mengelola air limbah secara efektif untuk mengurangi polusi.

Pentingnya water governance tidak hanya terbatas pada peran pemerintah sebagai penyedia
layanan, tetapi lebih pada kemampuan pemerintah sebagai fasilitator, mediator, dan regulator yang
membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks pengelolaan air limbah, pemerintah
diharapkan memiliki peran sebagai pengelola yang mampu menjaga keberlanjutan ekosistem air dan
mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Menurut Di Vaio et
al. (2021), Water governance mencakup berbagai sistem politik, sosial, ekonomi, dan administratif yang
diterapkan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air serta layanan distribusi air di
berbagai tingkatan masyarakat. Dengan demikian, studi ini mengamati proses politik, sosial, ekonomi,
dan administratif yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan air.

Hussein et al. (2020) menyediakan definisi kerangka analisis Water governance yang terdiri dari
input, proses, output, dan outcome. Input mencakup hukum dan regulasi, seperti program-program yang
ada. Proses menjelaskan implementasi hukum, regulasi, dan program untuk mencapai kondisi
lingkungan yang lebih baik. Output terkait dengan hasil dari implementasi hukum dan regulasi, dengan
beberapa indikator yang dapat mengukur keberhasilan program. Outcome merujuk pada dampak jangka
panjang dari input, seperti kualitas air. Meskipun kerangka ini fokus pada aspek regulasi, penelitian ini
bertujuan melihat kemungkinan model Water governance yang sesuai dengan faktor-faktor pendukung
dan penghambat di Indonesia, dengan mempertimbangkan indikator prinsip water governance menurut
UN.

Dalam konteks Indonesia, penerapan water governance kemungkinan besar akan bervariasi di
setiap wilayah. Faktor ini terkait dengan kondisi empiris dasar bangunan water governance, termasuk
kuatnya administrasi dan organisasi pengelolaan air di setiap daerah. Meskipun otonomi daerah sudah
lama diberlakukan, Indonesia masih menghadapi ketimpangan kinerja dan profesionalitas birokrasi di
daerah. Hukum air yang tertanam secara sistemik juga menjadi pertimbangan, di mana aliran air dan
kondisi landscape kewilayahan yang berbeda menantang implementasi hukum air yang bersifat baku.
Sistem pembiayaan dan analisis ekonomi tentang pengelolaan air juga menjadi faktor penting, namun
tidak semua daerah memiliki kemandirian dan kemampuan komprehensif dalam hal ini. Pendekatan
perencanaan yang sistemik juga diperlukan, bergantung pada kemampuan dan kemauan politik daerah
untuk menyediakan kebutuhan primer dalam setiap program pemerintahannya, khususnya dalam
mencapai akses air bersih secara universal. Terakhir, partisipasi stakeholder, terutama melibatkan sektor
swasta dan partisipasi aktif masyarakat, belum sepenuhnya dapat dipenuhi di setiap daerah di Indonesia,
terutama dengan perbedaan derajat di wilayah urban dan pedesaan.

@ @ This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
BT Copyright (c) 2024 Ony Frengky Rumihin.

231


http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, artikel ini membahas konsep perkembangan tata kelola air dari berbagai negara
sebagai acuan untuk pengelolaan air yang efektif dan berkelanjutan. Fokus utama penelitian adalah
sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 6, yang menitikberatkan pada Akses
Air Bersih dan Sanitasi di Indonesia. Negara ini menghadapi tantangan unik akibat variasi iklim, yaitu
musim hujan dan kemarau, memerlukan manajemen sumber daya air yang adaptif untuk mengatasi
perubahan kondisi iklim. Hasil penelitian menyoroti pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan partisipasi
dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan tata kelola air yang efektif. Dengan
mengadopsi paradigma tata kelola, kesimpulan utama adalah perlunya upaya bersama untuk membentuk
manajemen sumber daya air yang kuat, sebagai kunci kesuksesan program air bersih dan sanitasi di
seluruh Indonesia hingga tahun 2030. Perlu diakui bahwa tidak semua model tata kelola air dapat
diterapkan secara universal, mengingat variasi konteks institusional dan budaya politik di setiap daerah
di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang
mengintegrasikan aspek teknik dan politik dalam kebijakan pengelolaan air. Hal ini menjadi dasar untuk
mencapai tujuan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara
teknik dan politik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pengelolaan air di Indonesia. Pendekatan
holistik ini menawarkan landasan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan upaya menuju akses air
bersih dan sanitasi yang inklusif, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan mengurangi risiko bencana
terkait air.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai integrasi teknik dan politik dalam pengelolaan air dengan
pendekatan holistik, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kebijakan publik
terkait air di Indonesia. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga pengelola air di tingkat
nasional dan daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Hal ini melibatkan peningkatan
kompetensi, alokasi sumber daya, dan peran yang jelas untuk setiap lembaga terkait. Kedua, perlu
dilakukan penyempurnaan pada kerangka hukum dan regulasi terkait air guna menciptakan dasar yang
kuat dalam pengelolaan sumber daya air. Ini mencakup penyusunan regulasi yang lebih jelas,
peningkatan kepatuhan, dan penerapan sanksi yang tegas. Ketiga, diperlukan dorongan untuk kolaborasi
lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan pendekatan partisipatif dalam
pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang efisien. Keempat, implementasi strategi
manajemen air yang tahan terhadap perubahan iklim harus diutamakan, termasuk langkah-langkah
untuk mengatasi kemarau dan risiko banjir. Kelima, perlu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya pengelolaan air melalui kampanye edukasi. Pendidikan masyarakat dapat membantu
mengubah perilaku terkait penggunaan air dan meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian
sumber daya air. Keenam, diperlukan pengembangan model tata kelola air yang sesuai dengan konteks
lokal di setiap daerah di Indonesia, mempertimbangkan variasi budaya, geografis, dan kebutuhan unik
setiap wilayah. Terakhir, disarankan untuk menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang
berkelanjutan guna mengukur efektivitas kebijakan pengelolaan air, yang penting untuk
mengidentifikasi kelemahan, menyesuaikan kebijakan, dan memastikan pencapaian tujuan
keberlanjutan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi,
dan pihak terkait dalam mengimplementasikan pendekatan holistik dalam pengelolaan air di Indonesia,
menciptakan dampak positif terhadap akses air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan.
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